
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DINAS PTNDIDIKAN DAN KEBTIDAYAAN
Jl. Baru No. O 1 Telp (09 13) 2 I 55 1 Namlea - Jiku Kectl 97 57 7

KEPUTUSAN
I(TPALA DINASI PEITDIDIKAIT DAT{ KTBI'DAYAAI{

KABTIPATEIT BT'RU
I{OMOR t42O.L | Za-a IzOLg

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

PAUD AL IBRA "

DESA WANAKARTA KECAryU\*TAN LOLONGGUBA

KTPALA DINAS PEITDIDIKAN DAIT KTBI'DAYAAIT
IIABI'PATEN BT'RU

Menlmbang: a. batrwa datam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta

pembentukan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan

perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan

jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk

memberikanlzinoperasional pada PAUD AL IBRA Desa wanakarta

Kecamatan Lolongguba;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada

poinhurufadanhurufbdiatasperlumenetapkandengan
keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Buru.

ndenglngat : 1. undang-undang Nomor 4 Tatrun t979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);

undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang pembentukan
provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0

Nomor !74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagnirnara telah diubah dengan Undang - undang

Nomor 6 Tatrun 20oo tentang Perubahan atas undang - undang

Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-undangNomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistim Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor

78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);

undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2OO4

tentang pembentukan peraturan Undang - undang (lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

2.

3.



4. Undang=undang Rc1nrNik Indonesia Nomor 32 Tahua 20o4
tentang Pemeriatahaa Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2W Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
dengan Undanyundang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembahan
kedua Atas Undanyundang Nomor 32 Tahun 2OO+ tentang
Pemerintatran Daerah (Lembaraa Negara Republik lndonesia
Nomor aSaal;

5. Undangundang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antsra Pemerintah Rrsat dan
Pemerintatr Daerah (kmbaran Negara Republik Iadoaesia Tahun
2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik trdonesia
Nomor 4438);

6. Undangundang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembenttrkkan
Peraturan Peruadang-undangan (kmbaran Negara @ublik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

7. Peraturan Pemerintatr Nomor L9 Tatrun 2OOS tentang Standar
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Lndonesia
Tahun2OOS Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor aa9Q;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2OO7

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintatr,
Pemerintahan Daeratr Provinsi dan Pemerintatran Daeratr
Kabupaten /Kota (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tatrun
2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

9. Perahrran Fem€rintah Nmor 17 Tahua 2O1O t@tmg
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2AlA;

l0.Perattran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2O Tahun 2OO7

tentang Standar Penilaian Pendidikan;
ll.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun zAW

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
l2.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota;

l3.Perattrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar l{asional Pendiditen ABak
Usia Dini;

l4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2Al4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

l5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2Al4 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak
Usia Dini;

l6.Peraturan Bupati Ehrrr Nomor O3 Tatrun 2OO8 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaaa
Kabupaten Bunr (Iembaran Daerah Kabupaten Ehrru Tahun 2OO8

Nomor O3);

l7.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O9 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2Ol3 (Iembaran Daerah Kabupaten Bum Tahua 2AL4
Nomor O3);



L8.Perahrran Bupati Burrr Nomor 68 Tatrun 2013 t€ntarrg Fenjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lkbupaten Ehrru Tahun
Anggaran 2OL4 (Berita Daeratr Kabupaten Ehrru Tahun 2Ol3
Nomor 68).

MeaperhatlLaa : Surat PAUD AL IBRA tentang Pernaohonan Izin Operasional PAUD
AL IBRA Desa Wanakarta Kec. [olong Guba Kabupaten Buru
Nomor : Oa/S3/ABlIlzOL3 Tanggal 29 Januari 2013.
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Ueaetapkaa
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELtrMA

Memberikan ldla Operasional Kepada PAUD AL IBRA Desa
Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.
Meaberikan keurenangan kepada pengelola untuk mengelolatr
PAUD AL IBRA Desa Wanakarta Kecamatan Lalong Guba sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungiawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kqala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Burr.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan apabila
kekelirtan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Taneeal : O4 Oktober 2O13

Pendtdlta! dan Kcbuadayaan
Bunr

TK. I
MP. 19570927 198,602 I OO3

femDzgrA disampaikan Kepa.da Yth :

1. Kepala Dinas Pendirlikan Pemuda dan Otrahraga

Provinsi Maluku di Ambon
Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
Camat Lolong Guba di Kubalahin
Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kec. Iolong Guba di Kubalahin
Kepala Desa Wanakarta di Wanakarta
Arsip

2.
3.
4.

5.
6.


